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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanah adalah permukaan 

bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali, keadaan bumi disuatu tempat, 

permukaan bumi yang diberi batas, bahan-bahan dari bumi                                                           

bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal, dan sebagainya)1. Pengertian 

tanah juga diatur didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu Atas dasar hak 

menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan 

adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang 

dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun 

bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Atau 

dengan kata lain tanah adalah suatu permukaan bumi atau secara umum suatu 

permukaan bumi yang dimanfaatkan oleh setiap manusia dalam 

kehidupannya.2 

Tanah merupakan salah satu anugerah penting yang diberikan oleh Tuhan 

dalam kehidupan manusia. Adanya tanah, seseorang dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya seperti memanfaatkan tanah sebagai lahan pertanian 

untuk bercocok tanam guna memperoleh hasil tersebut, sebagai dasar atau 

                                                           
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/tanah, diakses pada tanggal 14 Juli 2019  
2 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 

Agraria, Isi, dan Pelaksananya, (Jakarta, Penerbit Universitas Trisakti, 2016), hal.18. 

https://kbbi.web.id/tanah
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pondasi suatu bangunan atau tempat tinggal, dan lain sebagainya. Hal ini juga 

dikarenakan oleh jumlah tanah yang dapat dikategorikan sebagai sumber daya 

terbatas dan diimbangi dengan kebutuhan manusia atau jumlah populasi yang 

kian meningkat, maka diaturlah hak atas kepemilikan tanah, pendaftaran tanah, 

dan dasar hukum serta peraturan hukum sebagai suatu produk hukum yang 

dapat memberikan kepastian hukum bagi setiap orang, yakni Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hukum 

tanah sendiri bukan mengatur tanah dalam segala aspek, ia hanya mengatur 

salah satu aspek yuridisnya yang disebut hak-hak penguasaan atas tanah3 

Merujuk pada alinea ke 2 (kedua) Pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945 yang menyatakan bahwa “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan 

Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa 

mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara 

Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”, maka dalam 

rangka untuk mewujudkan kemakmuran kehidupan bernegara diatas 

diperlukannya Pembangunan Nasional dalam rangka mewujudkan 

pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan umum. Pernyataan di atas 

juga didukung oleh Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 dengan 

bunyi; 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 

rakyat. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi 

                                                           
3 Ibid., hal. 17 
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masyarakat, maka diperlukannya suatu pengadaan tanah untuk melakukan 

pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Sehubungan dengan hal diatas, kebutuhan akan tanah menjadi prioritas 

utama terpenting dalam pembangunan nasional dikarenakan program 

pembangunan nasional membutuhkan tanah yang sangat luas dan mengingat 

dengan terbatasnya luas tanah yang dimiliki oleh Negara serta beragamnya 

pemilik hak atas tanah di Indonesia maka Pemerintah perlu untuk mengadakan 

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan tetap 

memperhatikan asas dan tujuan sebagaimana termaktub didalam Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah. 

Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara 

memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak4, yaitu 

pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah yang dalam hal 

ini adalah pemegang hak atas tanah yang sah berdasarkan aturan yang berlaku. 

Prinsip yang dianut oleh pengadaan tanah adalah prinsip kemanusiaan, 

demokratis dan adil yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Tanah untuk 

kepentingan umum sendiri digunakan untuk kepentingan pembangunan 

pertahanan dan keamanan nasional, jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur 

kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api, waduk, 

bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan 

sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya, serta pembangunan lain sebagainya 

                                                           
4 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 



 

4 
 

yang mana prosesnya dimulai dari pencabutan hak hingga pemberian ganti rugi 

berdasarkan musyawarah antara Pihak yang Berhak dan Instansi yang 

memerlukan tanah. Dari era reformasi yang ditandai dengan semangat 

demkoratisasi dan transparasi disegala bidang kehidupan menyebabkan 

keberanian masyarakat untuk menunut penyelesaian terhadap ketidakadilan 

yang terjadi termasuk didalamnya masalah pertanahan, sehingga diperlukan 

aturan hukum yang mengaturnya.5 Ketentuan hukum yang mengatur hak-hak 

penguasaan atas tanah disusun menjadi satu sistem yang disebut Hukum 

Tanah, yang dapat dipelajari dengan sistematika yang khas dan masuk akal.6 

Pengadaan tanah diselenggarakan melalui tahapan-tahapan seperti 

perencanaam persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil7 dengan melibatkan 

pihak-pihak berkepentingan seperti Tim Penilai atau Tim Appraisal, Lembaga 

Pertanahan (Badan Pertanahan Nasional / BPN), Pihak yang Berhak 

(pemilik/pemegang hak atas tanah bersangkutan), Instansi (lembaga negara 

yang memerlukan tanah) serta pihak-pihak lainnya dalam hal pengukuran, 

penilaian, penetapan, dan perencanaan tanah. Dalam proses pengadaan tanah, 

Lembaga Pertanahan menunjuk Tim Penilai untuk melakukan penilaian ganti 

kerugian atas bidang tanah Pihak yang Berhak. Kemudian diadakanlah 

musyawarah bersama Pihak yang Berhak untuk mendiskusikan mengenai 

bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian atas tanah Pihak yang Berhak dan jika 

                                                           
5 Bernhard Limbong, Konflik Pertanahan, cet 1, (Jakarta: MP Pustaka Margaretha, 2012), hal 47  
6 Boedi Harsono, Op.Cit., hal.17 
7 Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum 
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disetujui maka hasil kesepakatan menjadi dasar pemberian ganti kerugian 

kepada Pihak yang Berhak.8 Pemberian ganti kerugian ini diberikan secara 

langsung kepada Pihak yang Berhak dan sebagai gantinya Pihak yang Berhak 

wajib melakukan pelepasan hak serta menyerahkan bukti penguasaan 

kepemilikan kepada Instansi yang memerlukan tanah. 

Ganti kerugian sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 

harus bersifat layak dan adil serta diberikan mengacu pada Pasal 36 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2012 yakni dalam bentuk uang, tanah pengganti, 

permukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh 

kedua belah pihak.9 Dengan kata lain, ganti rugi sendiri harus seimbang dengan 

nilai tanah.  

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini sering menimbulkan 

berbagai konflik atau permasalahan dalam pelaksanaanya, hal ini dikarenakan 

oleh kesenjangan antara das Sollen sebagaimana tertuang dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, dengan das Sein berupa kenyataan yang 

terjadi dilapangan.10 Namun proses penyelenggaraan pengadaan tanah 

bukanlah suatu hal yang mudah, mengingat masalah penetapan ganti kerugian 

terhadap tanah yang dibebaskan oleh pemerintah sangatlah rancu dan pada 

akhirnya menimbulkan berbagai macam polemik, salah satunya adalah 

                                                           
8 Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum 
9 Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum 
10 Maria S.W. Somardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, (Jakarta: 

Kompas, 2008), hal.100 
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nominal yang tidak sesuai dengan yang seharusnya (ganti rugi dengan nilai 

yang terlalu rendah) atas tanah yang terkena pengadaan tanah yang kemudian 

berujung pada terhambatnya proses pengadaan tanah, sehingga proyek 

pembangunan dijalankan dengan tidak maksimal dan adanya prosedur yang 

diakukan dengan tidak tepat oleh pihak pemerintah.  

Kasus ini berawal dari adanya pembebasan tanah di Desa Kale Ko’amara 

seluas ± 640 Ha yang dilakukan oleh Pihak Tim Panitia Pengadaan Tanah 

Badan Pertanahan Nasional guna menyelenggarakan pembangunan bendungan 

Pamukkulu di Desa Kale Ko’amara dengan tujuan untuk mengairi irigasi, 

menyediakan air baku, dan akan dibangunnya pembangkit listrik serta 

dijadikan tempat wisata, namun pembebasan tanah tersebut tidak berjalan 

dengan baik dikarenakan tidak terjadinya kesepakatan harga terkait dengan 

ganti rugi yang ditawarkan oleh Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

terhadap Warga Desa yang memiliki tanah dikarenakan warga tersebut 

merasakan bahwa harga yang ditawarkan begitu rendah yaitu Rp. 4.000,-

/meter s/d 10.000,-/meter dan tidak sesuai dengan yang selayaknya. 

Masyarakat dalam hal ini menjadi pihak yang dirugikan jika ganti 

kerugian atas tanah tidak sesuai dengan asas keadilan, serta nilai 

kemanfaatan/penggunaan tanah tersebut menjadi berkurang atau bahkan 

menjadi tidak bernilai yang kemudian mendorong masyarakat untuk tidak 

menjual tanahnya kepada Pemerintah. Faktor ini juga menjadi alasan tambahan 

atas terhambatnya pembangunan nasional, sama halnya seperti yang terdapat 
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didalam kasus pengadaan tanah mengenai pembangunan bendungan 

pamukkulu di desa Kale Ko’amara. 

Masyarakat Kale Ko’amara menganggap bahwa nilai ganti kerugian yang 

ditawarkan begitu rendah dikarenakan penghasilan masyarakat di desa tersebut 

jauh lebih mengguntungkan dibandingkan dengan menjual tanahnya ke pihak 

Badan Pertanahan Nasional, hal ini dapat dilihat dari adanya penghasilan 

masyarakat desa Kale ko’amara yang secara umum dalam 1 tahun ia dapat 

bercocok tanam hingga 3 kali dan dalam satu kali panen biasanya memperoleh 

keuntungan sebesar Rp.20.000.000,- sehingga dalam 1 tahun hasil panen 

masyarakat tersebut dapat mencapai hingga Rp.60.000.000,-/tahun. 

Adapun usaha untuk melakukan musyawarah antara pihak Badan 

Pertanahan Nasional dengan pihak Warga desa namun musyrawarah tidak 

berhasil dilakukan dikarenakan pada saat musyawarah berlangsung tepatnya 

ketika pembacaan nama dan nominal ganti rugi, masyarakat secara serentak 

interupsi mengenai harga yang ditawarkan begitu rendah dan musyawarahpun 

terhenti karena banyak masyarakat yang tidak menerima dan ada juga yang 

beranjak dari tempat musyawarah tersebut. 

Serta adapun salah satu prosedur yang tidak diperhatikan oleh Badan 

Pertanahan Nasional mengenai jangka waktu atau daluwarsa yang berlaku 

dalam hal ini adalah lewatnya batas waktu yang seharusnya dilakukannya 

musyawarah antara pihak BPN dengan masyarakat selaku pihak yang terkena 
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pembebasan tanah yaitu 11pelanggaran terhadap Pasal 37 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2012 ; “(1) Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah 

dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja 

sejak hasil penilaian dari Penilai disampaikan kepada Lembaga Pertanahan 

untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil 

penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.” Dimana 

dalam kasus diatas musyawarah dilakukan setelah 16 bulan sejak diterimanya 

penilaian dari Tim Appraisal, padahal yang seharusnya dilakukan selambat-

lambatnya ialah 30 hari sejak hasil penilaian dari Penilai disampaikan kepada 

Lembaga Pertanahan yaitu sejak Desember 2016 dan baru dilakukannya 

musyawarah ketika 31 Mei 2018, sehingga telah melebihi dari batas waktu 

yang seharusnya dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional. 

Karena tidak terjadi kesepakatan dalam musyawarah antara kedua belah 

pihak serta adanya batas prosedur yang dilewati oleh pihak Badan Pertanahan 

Nasional mengenai batas waktu musyawarah mengakibatkan terhambatnya 

proses pembangunan bendungan sebagaimana-mestinya bendungan tersebut 

harus segera dibangun guna mewujudkan program pemerintah, sehingga 

diperlukannya proses penyelesaian dengan cepat dan dengan perhitungan 

musyawarah yang tepat, cermat, tidak menghambat pembangunan dan 

memberikan kemanfaatan seluas-luasnya bagi masyarakat dengan tetap 

memperhatikan asas dan tujuan pembangunan nasional serta pembebasan 

                                                           
11 Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum 
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lahan tersebut harus mengedepankan prinsip keadilan dan akan 

mensejahterakan kehidupan masyarakat sebagaimana dengan tujuan dari 

pemerintah 

Dalam kasus diatas diketahui bahwa harga yang ditentukan oleh Tim 

Appraisal tidak sesuai dengan yang seharusnya dikarenakan harga yang 

ditentukan oleh Tim tersebut dengan nilai ganti kerugian yang rendah, dan 

tidak tercapainya musyawarah dalam penetapan harga dalam kasus ini dapat 

dilihat bahwa hakim selaku pihak yang memutus perkara ini tidaklah lagi 

mementingkan musyawarah ulang antara para pihak dalam mencapai 

kesepakatan bersama, dan kurang tepat dalam memutuskan perkara tersebut 

dikarenakan Pengadilan Negeri Takalar pada tingkat pertama hanya memutus 

berdasarkan dengan melihat kisaran harga tanah disekitar desa tersebut, tanpa 

didasari keterangan saksi ahli di bidang penilaian pertanahan dalam 

menentukan nilai ganti kerugian, serta adapun putusan Pengadilan Negeri pada 

tingkat Kasasi yang hanya menolak permohonan pemohon keberatan 

seluruhnya dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 

15/Pdt.G/ 2018/PN Tka (tanggal 14 Agustus 2018) tanpa memeperhatikan asas 

kemanusiaan dan keadilan terhadap jumlah nilai ganti kerugian tanah, 

sehingga memberikan ketidakpastian hukum serta menghambat sekaligus 

menyebabkan proses pembangunan bendungan menjadi tidak maksimal 

dengan apa yang seharusnya sejalan dengan program pembangunan tersebut. 

 Berdasarkan uraian permasalahan di atas, pada kesempatan ini Penulis 

akan membahas mengenai penetapan ganti kerugian antara Warga Desa 
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Ko’mara sebagai Pemilik tanah selaku PENGGUGAT/PEMOHON 

KEBERATAN melawan Ketua Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Badan 

Pertanahan Nasional (BPN RI) selaku TERGUGAT/TERMOHON 

KEBERATAN berdasarkan PUTUSAN NO. 15/Pdt.G/2018/PN Tka Juncto 

PUTUSAN NO. 3596 K/Pdt/2018 atas Pembangunan Bendungan Pamukkulu 

di Desa Kale Ko’amara. Berkaitan dengan uraian diatas, maka judul skripsi 

yang akan disusun oleh penulis adalah “PEMBANGUNAN BENDUNGAN 

PAMUKKULU DI DESA KALE KABUPATEN TAKALAR 

BERDASARKAN KONSEP GANTI RUGI PENGADAAN TANAH” 

(STUDI PUTUSAN NO. 15/Pdt.G/2018/PN Tka Juncto PUTUSAN NO. 

3596 K/Pdt/2018) 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dengan uraian diatas, maka adapun permasalahan yang ingin 

diangkat dan dibahas oleh penulis dalam tulisan ini adalah: 

1.2.1 Bagaimana pemberian Ganti Rugi dalam Pembangunan Bendungan 

Pamukkulu Di Desa Kale Kabupaten Takalar? 

1.2.2 Bagaimana pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim dalam 

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Tka Juncto Putusan No. 3596 K/Pdt/2018 

berkaitan dengan Pemberian Ganti Rugi? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Setiap penelitian dalam karya ilmiah memiliki maksud dan tujuan dari 

penulisan tersebut, berikut ini adalah tujuan dalam penelitian ini: 

1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis secara tepat bagaimana pemberian 

ganti rugi terhadap pengadaan tanah dalam pembangunan bendungan 

pamukkulu berdasarkan peraturan yang berlaku. 

1.3.2 Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum dan putusan 

majelis hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Tka 

Juncto Putusan No. 3596 K/Pdt/2018 mengenai pemberian ganti rugi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau 

dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan analisa hukum terkait penegakkan hukum dan penerapannya 

khususnya dalam bidang Pengadaan Tanah. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi panitia 

pengadaan tanah, pemerhati hukum, masyarakat secara luas, dan dapat berperan 

bagi pemikiran praktisi hukum sebagai tambahan referensi dalam hal 
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menerapkan kebijakan publik untuk masyarakat mengenai penegakkan 

pengadaan tanah khususnya dengan kebijakan ganti rugi. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Berikut ialah Uraian yang terdapat dalam penelitian ini yang terdiri atas 5 bab, 

yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab I ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu latar belakang penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

penelitian dalam penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab II, penulis menjelaskan mengenai landasan teori mengenai 

Hak Atas Tanah di Indonesia, Pengadaan Tanah, dan Ganti Rugi beserta dengan 

landasan konseptual yang berkaitan dengan topik penelitian untuk mendukung 

hasil penulisan ini. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam Bab ini berisi mengenai metode penelitian, jenis penelitian, 

sumber data, tekniik pengumpulan data dan teknis analisis yang digunakan 

dalam penulisan ini, agar relevan penggunannya dalam penulisan ini.  

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 
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Bab ini berisi mengenai pembahasan dan uraian dari rumusan masalah 

penelitian dalam penulisan ini, beserta dengan pemecahan masalah tersebut dan 

tentunya berdasarkan dengan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas yang 

dapat mendukung peraturan tersebut. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini Penulis membahas mengenai kesimpulan dari penelitian 

terkait dengan permasalahan yang telah diuraikan dan dianalisis terlebih dahulu, 

dan saran yang dapat membantu atau sebagai masukan kedepannya khususnya 

bagi para pembaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


